g untuk memngkatkah efektivitas pelaksa
Integritas sebagaimana dimaksud dalam hui . lak
menetapkan peraturan tentang pedoman umum pelaks:

Pakta Integritas; - ’
c. bahwa hurﬁ;1 a dan b maka perlu dibuatkan Peraturan Kepala

Desa Tanurejo tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di
Lingkungan Desa Tanurejo.

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 .tentang 3enye1engguaan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199?
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Mengingat



o

. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Renca

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;

14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomq'r 94 Tahun 200§
tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi
Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;

17. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang
Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Jawa Tengah;

18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2019
Tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing
System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor
75);

19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten = Temanggung (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2021 Nomor 56);

20. Peraturan Desa Tanurejo Nomor 05 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-
2026 (Lembaran Desa Tanurejo Tahun 2020 Nomor 05);

21. Peraturan Desa Tanurejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa
Tanurejo Tahun 2021 Nomor 10);

22. Peraturan Desa Tanurejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran




BAB II
PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

) Pasal 3

an Pakta Integritas meliputi: ;
Mempe Nmmen bersagnma dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar
pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel. _ o
Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mmdm,
bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh mlal.-mlal luhur
budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan Pancasila.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa.

(2) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan juga bagi kelompok atau organisasi yang
berada di wilayah Desa Tanurejo yang mendapatkan atau megelola dana dari
Pemerintah atau swasta.

(3) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta
Integritas.

Pasal 5
Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), memuat
pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.

Pasal 6
(1) Penandatanganan  Dokumen Pakta Integritas oleh  Kepala Desa
disaksikan/diketahui oleh Bupati.
(2) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Perangkat Desa
disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.
(3) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas kelompok atau organisasi yang berada
di wilayah Desa Tanurejo disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.
Pasal 7
Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah seperti



‘ Pasal 10 Y
elak i i dalam Pasal 9 BPD ¢
elaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud 2.

m unsur-unsur yang mewakili Lembaga} Swadaya. Masyarakat (LSM)
korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha .
BPD dalam melaksanakan Pemantau berdiri Independen.

Pasal 11
(1) BPD selaku pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyusun
kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan
Pakta Integritas.
(2) Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama
dengan pihak-pihak yang berkopenten di Desa Tanurejo yang memeliki integritas
alam pemberantasan Korupsi.
(3) Substansi kode etik Forum Pemantau Independen sekurang-kurangnya meliputi:
a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
C. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat illegal dari Perangkat
atau Kelompok / Organisasi desa yangdipantau;
€. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Pasal 12
(1) BPD berhak mendapatkan informasi yang berhubungandengan pelaksanaan Pakta
Integritas.
(2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada
peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 13
Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Desa Tanurejo sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sekurang- kurangnya satu kali dalam satu
tahun anggaran.
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1dangkan di Tanurejo
»,\\ ggal 23 Agustus 2022

ars Desa Tanurejo,
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.:}/ O LAKSONO
& Berita Desa Tanurejo Tahun 2022 Nomor 4




.............................

- "eAuisuonosuoy

e

AMLISg Te3eqos ueyeyeAusw

.......
....................

........

ofoanue[ €S ereday]
: ueISyBAUIN

................ aO.—.;O.HSH\H.mrHL

‘sedn] ueeuesserad werep

()saxoyur jo 301UOO) uelunuodoy ueduejusaliod LIBPUIYSUSA °

‘seSny ueseuesiyeoOW

WEeEp [eqejunse uep yredqo ‘anfnl ‘ueredsuen dexsiag -

‘nyerraq
Sued uenjuojey ue3uap rensss epn Suek eAuure] ynjusq
neje ‘vemueq ‘yerpey ‘dens edniaq Suns8uej depn neje
duns8ue| ereoss Uelrequiad BwiLlouswr neje Blurwow xepr],

"B[9019} uejenqrad WEerep LIp uesyeqow
Aepn ejes swsnodop UBP 1Snjoy ‘rsdnioy Qmwﬂqﬁﬂ@nmuwa
uep ueyedoouod weledn Eﬂ.mv

‘(wereqep) - ‘( weerefurad 1BNquisg eureu) -

SVLINDHELNI V.IVd
OCLHINNV.L VSEQ HVINNANA]

e oid ereosss ueradriog -

K4

It



‘ofornue], es2d ereday]
-uesIsyeAus / yejedusy InInL

............................................. ao_‘ohﬁgdrﬂk

suansesoy epeses depeysuswr ders ekes ‘seje Ip 1ngasia) [ey-Tey IeSsue[out ehes erg
ndnew Tessy jejisiaq Sued eAuure| JNJUaQ WEEP BlIel NE}E guen ewLIoULW EPL],
Srepn ejies swsnodou uep ‘Isnjoy ‘Isdniod uejengiad-uelenqiod uesnIeEW Jepr],
yueg uesuny3ur] Ip SeIuSaiu] eied UBBUESYB[od UB[ISEUI2qy MUBqUISUL Pesaiiod
anyueq refeqoas uexejeiluaw ofornue], eSa(

epfeq ueeuessedd urerep  ‘(uejeqel) v ‘(weerefurad jenquad) 0 ‘eAeg

~a o<

i OrLEANNVL VSEA 1A ISYSINVDAO /MOdNOTIN
i SV.LIAODHLNI V.LAVd
OLHINNV.L VSHA HV.ILNIIHWNHJ




